R\

*BkkbN

BADAN KEPENDU DU KAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PEDOMAN REFAKSANAANIKEGIATAN

W@ram ’I{ampung liB & /

‘Ber Mltm/ ’l{er"’"

":, e | ] "* G s )
, 3 .. e FITIT
'.~ Sty L e .l.llll""" iaagy,.

....llllllll.'........ = f {

DIREKTORAT BINA LINI LAPANGAN
JAKARTA, 2016







BkkbN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN

INTEGRAST KAMPUNG KB
BERSAMA MITRA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2016

DIREKTORAT BINA LINI LAPANGAN
JAKARTA, 2016



Pencanangan Kampung KB
Oleh Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. H. Joko Widodo
di Dusun Jenawi Desa Mertasinga
Kecamatan Gunung Jati Cirebon, 14 Januari 2016




KATA SAMBUTAN

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan
hidayahNya, sehingga buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Integrasi Kampung KB bersama mitra kerja tahun 2016 telah selesai
disusun. Pedoman ini disusun sebagai upaya untuk memberikan
acuan kepada para pelaksana, pembina, dan mitra kerja dalam
pelaksanaan operasional Integrasi kampung KB bersama Mitra
Kerja.

Integrasi kampung KB bersama mitra kerja merupakan kegiatan
strategis yang perlu dilakukan mengingat program pemerintah ini
selain merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat
di lokasi kampung KB, juga merupakan bagian dalam mewujudkan
agenda prioritas pembangunan (nawacita) pemerintahan periode
2015-2019, terutama pada agenda prioritas nomor 3 yaitu
“Membangun Indonesia dari pinggiran”

Selain itu juga Integrasi Kampung KB bersama Mitra Kerja
diharapkan bisa meningkatkan keberhasilan kinerja program
KKBPK khususnya dan meningkatkan keterpaduan lintas sektor
dalam intervensi program pembangunan pada satuan wilayah
terendah.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan
Integrasi Kampung KB bersama Mitra ini. Kami menyadari bahwa
buku pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu
kritik saran dan masukan sangat kami butuhkan guna
penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata semoga pedoman




ini bermanfaat dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya serta
memberi  kontribusi  positif terhadap kinerja  Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga,
dan Program-Program Pembangunan lainnya.

Jakarta, Juli 2016
Kepala BKKBN

Surya Chandra Surapaty
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PERATURAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 150/PER/G3/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANANAN KEGIATAN
INTEGRASI KAMPUNG KB BERSAMA MITRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang

a.

bahwa Kampung KB merupakan salah satu
bentuk atau model miniatur pelaksanaan
program Kependudukan Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
secara utuh yang melibatkan seluruh
bidang di lingkungan BKKBN dan
bersinergis dengan Kementerian/Lembaga,
mitra kerja, stakeholders instansi terkait
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
wilayah, serta dilaksanakan di tingkat
pemerintahan terendah;

bahwa untuk lebih mengoptimalkan
pelaksanaannya di lapangan  perlu
dilakukan program dan kegiatan yang
terintegrasi melalui Kampung KB dan



Mengingat

1.

pengintegrasian  pembangunan lintas
sektor terkait;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu
menetapkan Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Integrasi Kampung KB bersama
Mitra dengan Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun
2014 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem
Informasi Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5614);




Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, yang telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2013;

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun
2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon | Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, yang telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2013;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, yang telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015;

Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor
273/PER/B4/2014;

Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Provinsi;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN INTEGRASI KAMPUNG
KB BERSAMA MITRA

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Integrasi
Kampung KB bersama Mitra, adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan satu  kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Integrasi
Kampung KB bersama Mitra sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai
panduan dan acuan dalam melaksanakan
program dan kegiatan di lapangan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Kampung KB
bersama Mitra, akan diatur lebih lanjut secara
teknis operasional oleh Direktur Bina Lini
Lapangan  dan/atau  Perwakilan  Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Provinsi, dengan memperhatikan dan
disesuaikan kearifan lokal,




Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Juli 2016

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SURYA CHANDRA SURAPATY



BABI
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menekankan
kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga
menyangkut masalah pengendalian penduduk. Kemudian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana
pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara
Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan
Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintah Bidang
Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana)
menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan
Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan
Kota. Empat Sub Urusan bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-
masing tingkatan perintah yaitu; (1) sub urusan Pengendalian
Penduduk, (2) sub urusan Keluarga Berencana, (3) sub urusan
Keluarga Sejahtera, dan (4) sub wurusan Sertifikasi dan
Standarisasi.

Arah kebijakan pembangunan nasional periode 2015 - 2019,
memberikan  mandat kepada BKKBN untuk turut
menyukseskan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita),
terutama pada prioritas nomor 5 (lima), yaitu “Meningkatkan




Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan
Kependudukan dan Keluarga Berencana serta melaksanakan
Strategi  Pembangunan Nasional 2015 - 2019 (Dimensi
Pembangunan) untuk Dimensi Pembangunan Manusia pada
Pembangunan Bidang Kesehatan dan Mental/Karakter
(Revolusi Mental). Perkembangan lingkungan strategis dan
arah kebijakan pembangunan Pemerintah periode 2015 -
2019 tersebut kemudian dijabarkan di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015 - 2019.

Sasaran Strategis yang diuraikan dalam Renstra, yaitu: (1)
menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
tingkat nasional (persen per tahun) dari 1,38 persen/tahun
pada tahun 2015 menjadi 1,21 persen pada tahun 2019; (2)
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia
reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019; (3)
meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua
metoda dari 65,2 persen menjadi 66 persen; (4) menurunnya
kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari jumlah
pasangan usia subur (persen) dari 10,6 persen tahun 2015
menjadi 9,91 persen tahun 2019; (5) menurunnya Age Specific
Fertility Rate (ASFR) dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per
1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun
2019; (6) menurunnya persentase kehamilan yang tidak
diinginkan dari Wanita Usia Subur dari 7,1 persen tahun 2015
menjadi 6,6 persen tahun 2019.

Dalam upaya pencapaian 6 (enam) sasaran strategis di atas,
BKKBN perlu dapat melakukan berbagai langkah penguatan
program KKBPK yang benar-benar memiliki daya ungkit
terhadap upaya pencapaian target atau sasaran program, serta
penguatan kegiatan-kegiatan prioritas secara komprehensif
dan berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah.

Lebih lanjut dalam langkah penguatan Program KKBPK 2015-
2019, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo
mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu program




dan kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian
target atau sasaran Pembangunan Bidang Pengendaliaan
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
yang terintegrasi dengan sektor-sektor pembangunan lainnya
sehingga secara langsung bersama-sama melaksanakan
program dan kegiatan yang bersentuhan dan memberikan
manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan
wilayah melalui pendekatan kampung KB.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau
setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat
keterpaduan program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara
sistematik dan sistematis. Kampung KB merupakan program
strategik inovatif dengan tujuan untuk mengimplementasikan
kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK dan program
pembangunan lainnya secara utuh di lini lapangan. Dengan
mengacu pada sasaran program dilokasi Kampung KB.
Kampung KB selain merupakan program terpadu lintas sektor,
merupakan juga salah satu program program strategis dalam
upaya percepatan agenda Program Pembangunan, khususnya
Nawacita ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.

Lokus Kampung KB ditentukan dengan 2 (dua) kriteria umum
yakni wilayah dengan kesertaan KB paling rendah dan angka
kemiskinan paling tinggi. Kriteria ini bisa dihubungkan dengan
daerah pantai, daerah tertinggal, perbatasan atau kumuh
perkotaan. Daerah/wilayah seperti ini merupakan titik
terlemah dalam banyak aspek, sehingga tepat menjadi sasaran
intervensi lintas sektor.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanangan dan
Pembentukan Kampung KB, mulai tahun 2016 telah
dicanangkan dan dibentuk Kampung KB di beberapa
Kabupaten dan Kota. Secara esensi Kampung KB merupakan
salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan program
KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di




lingkungan BKKBN dan bersinergis dengan
Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi
terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta
dilaksanakan di tingkat pemerintahan terendah (sesuai
prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten
dan kota dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas hidup masyarakat, memberantas kemiskinan,
serta membentuk nilai-nilai revolusi mental pada masyarakat
berbasis keluarga melalui pendekatan siklus hidup manusia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (cq. Direktorat Bina Lini
Lapangan) menyelenggarakan kegiatan “Integrasi Kampung
KB Bersama Mitra Kerja Melalui Sinergitas Pembangunan
Lintas Sektor”. Kegiatan yang akan melibatkan partisipasi dari
mitra kerja BKKBN yang terkait dengan tugas dan fungsinya
dalam memantau pelaksanaan Undang-undang dan
operasionalisasi upaya pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan pembangunan keluarga di daerah.

. Tujuan Kegiatan

Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lokasi kampung KB
atau yang setara melalui peningkatan sinergitas pelaksanaan
pembangunan program Kependudukan, Keluarga Berencana,
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan
sektor terkait bersama mitra kerja dalam rangka mewujudkan
keluarga kecil berkualitas.

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan komitmen dan koordinasi mitra kerja di
berbagai tingkatan terhadap keterpaduan Program KKBPK
dan pembangunan sektor terkait di Kampung KB;




2.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Program
KKBPK di Kampung KB;

Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Integrasi
Kampung KB dengan mitra kerja melalui keterpaduan
kegiatan Program KKBPK dan sektor terkait di Kampung
KB.

Memfasilitasi mitra kerja dalam pelaksanaan, pembinaan
dan monitoring kampung KB;

C. Hasil Yang Diharapkan

1.

Teridentifikasinya kebutuhan masyarakat sebagai bahan
intervensi program KKBPK di kampung KB.

Terkoordinasinya mitra kerja dalam penggarapan
kampung KB di berbagai tingkatan;

Terfasilitasinya mitra kerja dalam Integrasi Kampung KB di
daerah;

Terpaparkannya informasi Program KKBPK khususnya
kampung KB kepada stakeholders, para tokoh agama,
tokoh adat dan tokoh masyarakat serta mitra kerja lainya di
berbagai tingkatan;

Tersampaikannya informasi Program pembangunan
KKBPK melalui berbagai kegiatan seperti : bakti sosial,
sarasehan, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), kegiatan seni
dan media tradisional, pertemuan capacity building,
pelayanan kesehatan dan ketahanan keluarga tentang
Program KKBPK dan Kementerian/Lembaga terkait kepada
PUS, WUS, pembangunan keluarga, Genererasi Berencana
(GenRe), sosialisasi nilai-nilai revolusi mental dan
peningkatan kualitas kegiatan kemasyarakatan lainnya;




6. Terselenggaranya pelayanan kesehatan, KB dan lainnya di

7.

lini lapangan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan
statis dan mobil unit pelayanan KB serta mobil unit
pelayanan lainnya;

Teroptimalisasikannya pemanfaatan sarana dan prasarana
di kampung KB yang bersumber dari APBD |, APBD II, Dana
Desa (ADD) serta dana lain yang berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat.

D. Indikator Keberhasilan

1.

Jumlah pemangku dan penentu kebijakan (stakeholder) di
berbagai tingkatan yang mendapatkan informasi Program
KKBPK khususnya Kampung KB;

Jumlah mitra kerja dalam Integrasi Kampung KB yang
mendapatkan fasilitasi dan melakukan koordinasi teknis
Program KKBPK;

Jumlah PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan
informasi tentang program KKBPK di Kampung KB melalui
berbagai kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK
Remaja/Mahasiswa, UPKKS,); serta Pusat Rujukan
Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Jumlah media lini bawah dan media luar ruang yang
menayangkan informasi Program KKBPK di Kampung KB;

Jumlah PUS yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi di
Kampung KB;

Tersedianya dukungan anggaran APBD I, APBD II, dan
Dana Desa (ADD) serta dana lain yang tidak mengikat
untuk memperkuat pelaksanaan Program KKBPK di
Kampung KB.



E. Batasan Pengertian

Kampung KB

Kependudukan

Keluarga

Mitra Kerja BKKBN

Satu wilayah setingkat RW, Dusun
atau setara yang memiliki kriteria
tertentu dimana terdapat keter-
paduan program kependudukan,
keluarga berencana dan
pembangunan Keluarga serta
sektor terkait yang dilaksanakan
secara sistemik dan sistematis
yang direncanakan, dilaksanakan,
dan dievaluasi oleh dan untuk
masyarakat.

Hal ihwal yang berkaitan dengan
jumlah, struktur pertumbuhan,
persebaran, mobilitas, penye-
baran, kualitas, dan kondisi
kesejahteraan yang menyangkut
politik, ekonomi, sosial budaya,
agama, serta lingkungan
penduduk setempat.

Unit terkecil dalam masyarakat
yang terdiri dari suami dan istri,
atau suami istri dan anaknya atau
ayah dan anaknya atau ibu dan
anaknya.

Perseorangan atau lembaga
pemerintah (Eksekutif) dan
Legislatif atau, organisasi swasta,
lembaga swadaya organisasi
masyarakat (LSOM) yang
berperan serta dalam pengelo-
laan Program KKBPK.




Program KKBPK

Keluarga Berencana

Pembangunan Keluarga :

Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP)

Total Fertility Rate (TFR)

Contraceptive Prevalence :

Rate (CPR)

Unmet Need

Program Kependudukan Keluarga
Berencana dan Pembangunan
Keluarga

Program upaya mengatur
kelahiran anak, jarak usia ideal
melahirkan, mengatur kehamilan,
melalui promosi, perlindungan
dan bantuan sesuai dengan hak-
hak reproduksi dalam
mewujudkan  keluarga  yang
berkualitas.

Upaya mewujudkan keluarga
yang berkualitas yang hidup
dalam lingkungan yang sehat.

Perubahan jumlah penduduk

di suatu wilayah tertentu setiap
tahunnya yang dapat digunakan
untuk  mempre-diksi  jumlah
penduduk suatu wilayah di masa
yang akan datang.

Rata-rata jumlah anak yang
dimiliki seorang wanita usia subur
umur 15-49 tahun (selama usia
reproduksinya).

Persen cakupan peserta KB aktif
dibandingkan dengan jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS) di
suatu wilayah pada kurun waktu
tertentu.

Proporsi wanita subur dalam
status  kawin  yang  tidak
menggunakan alat kontrasepsi
meskipun mereka menyatakan



Age Specific Fertility
Rate (ASFR)

Pasangan Usia Subur

Program GenRe

PIKR/M

ingin menunda atau
menjarangkan anak ; dan/atau
mereka yang “unmet need”
karena resiko kesehatan dan
pemakaian  kontrasepsi yang
buruk  tidak  menginginkan
penambahan anak.

Rata-rata jumlah anak yang
memiliki oleh wanita usia subur
menurut kelompok umur.

Pasangan suami istri yang istrinya
berumur antara 15-49 tahun, dan
secara operasional pula pasangan
suami istri yang istrinya berumur
kurang dari 15 tahun dan telah
kawin atau istri berumur lebih dari
49 tahun tetapi belum
menopause.

Program  Generasi Berencana
merupakan suatu program yang
dikembangkan dalam rangka
penyiapan kehidupan bekeluarga
bagi remaja/mahasiswa yang
diarahkan untuk mencapai Tegar
Remaja.

Pusat Informasi dan konseling
Remaja/Mahasiswa yang
merupakan suatu wadah kegiatan
program GenRe dalam rangka
penyiapan kehidupan berkelu-
arga bagi remaja/ mahasiswa
yang dikelola dari, oleh dan untuk
remaja/mahasiswa guna membe-
rikan pelayanan informasi dan




BKB

BKR

BKL

UPPKS

konseling tentang perencanaan
kehidupan  berkeluarga  bagi
remaja/mahasiswa serta kegiatan-
kegiatan penunjang lainnya.

Bina Keluarga Balita adalah suatu
upaya untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan
kepada para ibu dan anggota
keluarga lain tentang bagaimana
mengasuh dan mendidik anak
balitanya.

Bina Keluarga Remaja merupakan
upaya meningkatan pengeta-
huan, sikap dan keterampilan
orang tua dan anggota keluarga
lain dalam membina tumbuh
kembang anak dan remaja secara
seimbang melalui komunikasi
efektif antara orang tua dan anak
remaja, baik secara fisik,
intelektual, kesehatan reproduksi,
mental emosional, sosial dan
moral spiritual.

Bina Keluarga Lansia adalah
kelompok kegiatan yang
dilakukan untuk meningkatan
pengetahuan dan keterampilan
keluarga yang memiliki lanjut usia
dalam pengasuhan, perawatan
dan pemberdayaan lansia agar
dapat meningkatkan kesejahtera-
annya.

Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera adalah



sekumpulan keluarga yang saling
berinteraksi dan terdiri dari
berbagai  tahapan  keluarga
sejahtera, mulai dari keluarga pra
sejahtera sampai dengan keluarga
sejahtera Ill Plus baik yang sudah
menjadi akseptor KB, PUS yang
belum ber-KB, serta anggota
masyarakat yang berminat dalam
mewujudkan  keluarga  kecil
bahagia sejahtera, aktif
melakukan berbagai kegiatan
bersama dalam bidang usaha
ekonomi produktif.




BABII
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Subtansi dan Materi

Kampung KB adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan
secara terintegrasi dengan sinergitas pembangunan bersama
mitra terkait. Subtansi dan materi di dalam kegiatan kampung
KB antara lain :

1. Kependudukan:
- Bonus Demografi
- Dampak Kependudukan terhadap:
e Sosial budaya
e Ekonomi
o Ketersediaan Pangan
e Daya dukung dan daya tampung Lingkungan
e Politik dan keamanan
e Perumahan
e Pendidikan
e Kesehatan dan Gizi
e Lapangan Pekerjaan dan lain-lain
- Pengendalian Kuantitas Penduduk.

- Registrasi vital (Pendataan Keluarga)




Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi:

Jenis Alat/Cara Kontrasepsi

Kesehatan Ibu dan Anak

Peranserta KB Pria

Program-program kesetaraan gender.

Pembangunan Keluarga:

Revolusi Mental Berbasis Keluarga, yaitu membangun
karakter manusia Indonesia melalui penerapan nilai-
nilai revolusi mental yang dimulai dari lingkungan
keluarga. Tiga nilai revolusi mental itu adalah:

Integritas (jujur, dipercaya, berkarakter,
bertanggung jawab)

Etos Kerja (kerja keras, kerja cerdas, berdaya saing,
optimistis, inovatif dan produktif).

Gotong Royong (kerjasama, solidaritas, komunal
dan berorientasi pada kemaslahatan).

Revolusi mental melalui implentasi 8 (delapan) Fungsi
Keluarga:

Fungsi Agama

Fungsi Pendidikan
Fungsi Reproduksi
Fungsi Ekonomi

Fungsi Sosial dan Budaya
Fungsi Cinta Kasih
Fungsi Perlindungan

Fungsi Lingkungan




- 1000 Hari Pertama Kehidupan

- Masa Balita, Masa Emas/Bina Keluarga Balita (BKB)
- Generasi Berencana (GenRe)

- Orang Tua Hebat

- Pemberdayaan Lansia Tangguh

- Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS)

- Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

4. Program Kementerian/Lembaga, stakeholder dan mitra
kerja
- Peningkatan  Pemberdayaan = Perempuan  dan
Pelindungan Anak

- Peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat

- Peningkatan ekonomi

- Peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah
- Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat

- Peningkatan kualitas pembangunan sektor
pembangunan terkait

- Program Pembangunan lainnya.

B. SASARAN

Sasaran kegiatan Integrasi Kampung KB Bersama Mitra Kerja
antara lain :

1. Pembentukan dan pengembangan Kampung KB:
a. Lokasi yang akan dibentuk Kampung KB
b. Lokasi pengembangan Kampung KB




2. Pemangku kebijakan (stakeholder) dan mitra kerja terkait
tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

C. LOKASI DAN WAKTU KEGIATAN

Lokasi kegiatan adalah di Kampung KB yang akan dibentuk,
dicanangkan, maupun yang akan dikembangkan. Waktu
kegiatan disepakati oleh BKKBN Provinsi dengan Mitra Kerja.
Sedangkan tempat kegiatan Integrasi Kampung KB bersama
mitra kerja dapat dilaksanakan di :

1. Dalam Ruangan (Indoor)
2. Luar Ruangan (Outdoor)

3. Kombinasi di dalam dan di luar ruangan

D. NARASUMBER

Narasumber ditetapkan atas koordinasi Tim Pusat dan Provinsi.
Ada beberapa alternatif pilihan jabatan/pihak yang dapat
diperankan sebagai narasumber dalam kegiatan ini, antara
lain:

a. Narasumber Pusat, seperti :
- Mitra Kerja/Stakeholder Pusat
- BKKBN
b. Narasumber Daerah, seperti :
- Mitra Kerja/Stakeholder Daerah
- Perwakilan BKKBN Provinsi

- Mitra kerja lain, seperti : Pakar, Toma/Toga, LSM/LSOM,
Pemerhati, dan lain-lain




E. BENTUKKEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung KB merupakan
kegiatan terpadu antara kegiatan Program Kependudukan, KB
dan Pembangunan Keluarga dengan Program pembangunan
sektor lain bersama dengan mitra kerja dan masyarakat di
lokasi kampung KB. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan
antara lain:

1.

Bhakti sosial

Dilaksanakan di kampung KB dalam bentuk kegiatan
seperti pelayanan KB, pelayanan kesehatan, khitanan
masal, dll.

Sarasehan

Pertemuan para tokoh masyarakat (formal/informal), unsur
pemuda, unsur Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
setempat, dll, bersama  stakeholder dengan
memanfaatkan data dari hasil pendataan keluarga sebagai
acuan untuk pelaksanaan intervensi  program
pembangunan KKBPK.

Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)

Diskusi terbatas antara para stakeholder dengan mitra
kerja sebagai tindak lanjut dari kegiatan sarasehan untuk
mendiskusikan intervensi yang akan dilakukan.

Pertunjukan seni budaya lokal

Kegiatan yang memanfaatkan seni budaya lokal dan media
tradisional seperti pertunjukan kesenian atau pentas seni
budaya tradisional yang menyampaikan program-program
KKBPK. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat melestarikan
seni budaya tradisonal yang ada di Indonesia.



5. Pelayanan kesehatan dan KB

Bentuk kegiatan ini berupa pemberian pelayanan
kesehatan (pengobatan gratis) dan pelayanan KB bagi
masyarakat di lokasi kampung KB.

6. Orientasi, sosialisasi, dan KIE program KKBPK

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
pengetahuan masyarakat di lokasi kampung KB mengenai
program KKBPK seperti : informasi penggunaan alat
kontrasepsi, kesehatan reproduksi, pembinaan keluarga,
dll.

7. Pembentukan dan pengembangan Kelompok-kelompok
Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R/M, UPPKS) serta PPKS.

8. Pengembangan keterampilan bagi masyarakat

Memberikan pelatihan singkat tentang keterampilan yang
dibutuhkan oleh masyarakat terutama yang dapat
meningkatkan pendapatan keluarga.

9. Program pembangunan lain melalui peran serta mitra
kerja.

SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung kegiatan Integrasi Kampung KB bersama
mitra kerja, pada pelaksanaan kegiatan dapat dilengkapi
dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Media KIE KKBPK, seperti :
- Spanduk
- Backdrop
- Umbul-umbul

- Merchandise/Souvenir




CATATAN : Media yang dicetak sebaiknya diberi
keterangan “Integrasi Kampung KB Bersama Mitra Tahun
2016".

Mobil Unit Penerangan KB

Mobil Unit Pelayanan KB

Sarana Pendukung, seperti :

- Panggung termasuk dekorasi

- Alat musik

- Sound system

- Tenda termasuk meja dan kursi

- Ruangan/Gedung/Aula termasuk meja dan kursi
- Dokumentasi video dan foto

- Fasilitas pendukung lainnya

G. PELAKSANA KEGIATAN

Integrasi Kampung KB dilaksanakan oleh :

1.

BKKBN Pusat melalui Deputi Bidang Adpin c.q Direktorat
Bina Lini Lapangan, yaitu untuk memonitor dan membina
pelaksanaan kegiatan Integrasi Kampung KB bersama
Mitra .

BKKBN Provinsi sebagai pelaksana dan penanggung
jawab kegiatan serta bekerjasama dengan SKPD-KB di
lokasi kegiatan.



BAB I
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. SUMBER ANGGARAN

Seluruh pembiayaan kegiatan Integrasi Kampung KB bersama
Mitra bersumber dari APBN yang ada pada DIPA Satker
Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun Anggaran 2016.

B. PENGGUNAAN ANGGARAN

Penggunaan Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
pelaksanaan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. PENGAJUAN ANGGARAN

Penunjukan pelaksana kegiatan Integrasi Kampung KB
bersama Mitra oleh pihak ketiga menjadi kewenangan
Pejabat/Panitia Pengadaan di Perwakilan BKKBN Provinsi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta
perubahannya dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.
Dalam hal pengajuan anggaran oleh pihak ketiga, mengacu
pada spesifikasi dan HPS yang dibuat oleh PPK.

D. PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

1. Bentuk pertanggungjawaban dan laporan kegiatan sesuai
dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden No 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah beserta perubahannya terakhir dengan
Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 dan Peraturan




Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Pertanggungjawaban dan laporan kegiatan disampaikan
oleh penyedia kepada PPK. Bukti materil disimpan oleh
penyedia untuk keperluan pemeriksaan. Laporan kegiatan
berupa rangkuman dan dilampiri bukti-bukti kegiatan
seperti dokumen pengadaan, foto kegiatan dll.

Pembayaran atas hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan
prestasi kerja.

BKKBN wajib melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan
hasil pekerjan sesuai dengan uraian pekerjaan/spesifikasi
teknis yang detail dan jelas/terukur.

Pembayaran tidak harus sesuai kontrak tapi berdasarkan
kepada prestasi kerja/pengeluaran/realisasi nyata.



BAB IV
PELAPORAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan, pasca
pelaksanaan kegiatan Integrasi Kampung KB bersama Mitra harus
mencerminkan perencaaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban
kegiatan dan belanja disertai dengan rangkuman hasil kegiatan
dalam rangka mengukur keberhasilan kegiatan yang dilakukan.
Pelaporan dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi kepada
Kepala BKKBN, tembusan Deputi Bidang ADPIN dan Direktur Bina
Lini Lapangan pada bulan Oktober dan Desember 2016.

Demikian panduan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Integrasi Kampung KB
bersama Mitra Tahun 2016.




BABV
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Integritas Kampung KB bersama
Mitra Kerja ini sebagai acuan bagi Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional, Mitra Kerja, dan Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, Juli2016

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SURYA CHANDRA SURAPATY




Lampiran |

IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN
PENGUATAN KAMPUNG KB DENGAN 8 FUNGSI KELUARGA
= - T I

Fungsi Sosial Budaya
- Gotong Royong, Menyantuni Anak Yatim
~ Kesenian Tradisional
- Musyawarah untuk mufakat

Fungsi Cinta Kasih
- Ramah Anak

- P 4K ( Program persalinan dan Pencegahan
komplikasi

IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KELUARGA
DI KAMPUNG KB

- PHBS dalam RW Siaga Akif
- Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)
- KWT ( Kelompok Wanita Tani )
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